
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1518, 2017 ANRI. Pedoman Akuntansi.  

 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   17   TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN AKUNTANSI 

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :   a. bahwa penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku 

pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai entitas 

keuangan pemerintah pusat perlu diatur dalam pedoman 

yang sejalan dengan sistem pengelolaan keuangan secara 

nasional; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang 

Pedoman Akuntansi Arsip Nasional Republik Indonesia; 

 

Mengingat      :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

www.peraturan.go.id



2017, No.1518 -2- 

Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia     

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423);  

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145        

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  
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Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga           

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013          

Nomor 905); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Lembaga 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623); 

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI ARSIP 

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pedoman Akuntansi adalah prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan ANRI, yang mengakui pendapatan, beban, aset, 

utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan 

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ANRI. 

2.  Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat ANRI adalah entitas keuangan dan entitas 

pelaporan dalam sistem akuntansi pemerintahan 
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berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang 

melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang 

berkedudukan di ibukota negara. 

3.  Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi 

dan kejadian keuangan, penyajian pelaporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya. 

4.  Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

5.  Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang 

menyelenggarakan akuntansi, menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang 

yang dikelolanya, dan menyampaikan kepada entitas 

pelaporan. 

6.  Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

7.  Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah komponen laporan keuangan yang 

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi 

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya 

ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan 

terhadap anggaran. 

8.  Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 

adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan 

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 

keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam 
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pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional 

dari suatu entitas pelaporan. 

9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat 

LPE adalah komponen laporan keuangan yang 

menyajikan paling sedikit pos ekuitas awal, 

surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi 

yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan 

ekuitas akhir. 

10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah komponen laporan keuangan yang 

meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas 

laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam 

LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk juga dalam CaLK 

adalah menyajikan informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban 

kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya. 

11. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

ANRI. 

12. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah 

yang siap dicairkan menjadi kas. 

13. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh 

ANRI dan/atau hak ANRI yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan 

diterima ANRI dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan. 

14. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

15. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk 
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